
 
 

63 
 

BAB III 

PERKARA HUTANG PIUTANG DI PENGADILAN AGAMA PAINAN 

 

3.1. Profil Pengadilan Agama Painan 

3.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi  

Luas daratan ± 5.794,95 km2 dan luas perairan (laut) ± 84,312 

km2 dengan panjang pantai ± 234 km yang memiliki 47 pulau-pulau 

kecil dengan luas ± 1.212,67 km2. Lebih jelasnya mengenai letak dan 

wilayah dapat dilihat pada tabel. 

Tabel Luas Wilayah Menurut Kecamatan  

No Kecamatan Nagari Kampung 
Luas 

Wilayah 
(km2) 

Persentase 
(%) 

1. Koto XI 

Tarusan 

12 34 425,63 7,40 

2. Bayang 4 32 78,00 1,36 

3. IV Nagari 

Bayang Utara 

4 15 250,24 4,35 

4. IV Jurai 6 30 373,80 6,50 

5. Batang Kapas 5 23 359,07 6,24 

6. Sutera 4 27 445,65 7,75 

7. Lengayang 9 45 590,60 10,27 

8. Ranah Pesisir 4 26 564,39 9,82 

9. Linggo Sari 

Baganti 

7 38 315,41 5,49 

10. Pacung Soal 7 28 740,10 12,87 

11. Basa IV Balai 

Tapan  

8 22 677,50 11,78 

12. Lunang Silaut 5 36 929,50 16,17 

JUMLAH 76 356 5.794,95 100 

Sumber : Pesisir Selatan dalam Angka, Tahun 2009 
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3.1.2. Letak dan Kondisi Geografis  

Secara geografis terletak antara 0º59’ - 2º28’ Lintang Selatan 

dan 109º19’- 101º18 Bujur Timur dengan batas-batas :  

- Sebelah Utara dengan Kota Padang. 

- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Muko-muko (Provinsi 

Bengkulu). 

- Sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan 

dan Kabupaten Kerinci (Provinsi Jambi). 

- Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia. 

3.1.3. Lokasi Pengadilan Agama Painan  

Nama  : Pengadilan Agama Painan  

Alamat : Jl. Dr. Moh. Hatta Painan – 

Kabupaten Pesisir Selatan  

Telp / Fax  : (0756) 21307 / (0756) 21707 

Website : www.pa-painan.net 

Email   : papainan@gmail.com 

3.1.4. Sejarah Pengadilan Agama Painan 

Pengadilan Agama Painan berdiri sejalan dengan dikeluarkannya 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan 

Peradilan Agama di Luar Jawa dan Madura yang sebelumnya dikenal 

dengan nama Mahkamah Syar’iyah. Mahkamah Syar’iyah telah ada 

berdasarkan Stb.1882 No.152 jo. Stb.1937 No.116 dan 610 yang 

mengatur tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Sementara untuk 

daerah Kalimantan diatur dengan S.1937 No.638 dan 639. Untuk daerah 

luar Jawa dan Madura berdasarkan beberapa peraturan yang berbeda-

beda dan tersendiri, baik berdasarkan pada peraturan kekuasaan militer 

belanda dahulu, peraturan-peraturan presiden, Undang-undang biaya, 

Keputusan Wali Negara Sumatera Timur serta Peraturan Swapraja dan 

Adat.  

http://www.pa-painan.net/
mailto:papainan@gmail.com


65 
 

 
 

Ketika Pengadilan Swapraja dan adat dihapuskan, kedudukan dan 

kelangsungan Peradilan Agama diragukan secara hukum. Oleh karena 

tidak adanya kepastian hukum tersebut, pemerintah merasa perlu untuk 

mengadakan Peraturan Pemerintah yang mengatur Pembentukan 

Pengadilan Agama untuk luar Jawa dan Madura (termasuk Painan). Hal 

ini kemudian direalisasikan dengan keluarnya PP No.45 tahun 1957 

tentang pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah di 

Luar Jawa dan Madura, Kemudian diatur lebih lanjut dalam Penetapan 

Menteri Agama No. 58 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan 

Agama atau Mahkamah Syar’iyah di Sumatera.  

Dalam Penetapan Menteri Agama No.58 tahun 1957 tersebut 

diperintahkan pembentukan Pengadilan Agama untuk Wilayah Sumatera 

Barat, termasuk didalamnya Pengadilan Agama Painan, Disamping itu 

dalam penetapan Menteri Agama tersebut dinyatakan secara tegas bahwa 

wilayah hukum dari Pengadilan Agama adalah sama dengan wilayah 

hukum Pengadilan Negeri. Sampai saat ini tidak ditemukan data-data 

yang akurat mengenai sejarah awal pembentukan dan berdirinya 

Pengadilan Agama Painan, akan tetapi menurut beberapa karyawan 

senior, dari awalnya Pengadilan Agama Painan terletak di Jl. Dr. Moh. 

Hatta Painan Kabupaten Pesisir Selatan (sampai sekarang belum ada 

perubahan lokasi kantor). 

Status awal Pengadilan Agama Painan termasuk ke dalam wilayah 

yuridiksi Padang dengan nama Mahkamah Syari’ah Padang di Painan 

(sebagai perwakilan). Kemudian dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

kepada masyrakat maka Pengadilan Agama Painan mulai berdiri sendiri 

(tidak ditemukan data akurat kapan mulai berdiri sendiri).  

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman dimana secara organisasi, administrasi dan 

finansial Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan semua 

asset yang dimiliki oleh Pengadilan Agama diserah terimakan sepenuhnya 
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dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung, maka organisasi, 

administrasi dan finansial Pengadilan Agama Sijunjung pun secara 

otomatis berada di bawah Mahkamah agung.  Pada tahun 2006  gedung 

baru Pengadilan Agama Sijunjung mulai dibangun dengan DIPA tahun 

anggaran 2006 dan 2007 yang selesai pada tahun dan ditempati pada 

2007 sampai sekarang. 

3.2. Duduk Perkara Hutang Piutang di Pengadilan Agama Painan 

Bahwa Termohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai 

Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya 

disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi. 

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut hak-haknya terhadap 

Tergugat Rekonvensi, yaitu pada pokoknya sebagai berikut: 

3.2.1. Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi sudah 

menyebabkan banyaknya hutang yang digunakan untuk modal 

usaha bagi Tergugat Rekonvensi dengan menggadaikan SK 

(Surat Keputusan) milik Penggugat Rekonvensi selaku Pegawai 

Negeri Sipil dan Akta Tanah sebagai jaminan dibeberapa Bank, 

oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat 

Rekonvensi untuk menyelesaikan dan melunasi hutang-hutang 

tersebut, adapun hutang-hutang tersebut adalah sebagai 

berikut: 

3.2.1.1. Hutang di Bank BPR Gema Pesisir sejumlah 

Rp.152.000.000,00 (seratus lima puluh dua juta 

rupiah) dengan jangka waktu 77 (tujuh puluh tujuh) 

bulan dimulai sejak tanggal 11 Maret 2014 dan 

berakhir pada bulan bulan Juli tahun 2020 dengan 

angsuran setiap bulannya sejumlah Rp. 4. 

736,100,00 (empat juta tujuh ratus tiga puluh enam 

ribu seratus rupiah), dan hingga bulan Oktober 2017 

sisa hutang tersebut diperkirakan berjumlah Rp. 
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110.032.080,00 (seratus sepuluh juta tiga puluh dua 

ribu delapan puluh rupiah). Pinjaman tersebut 

dipergunakan untuk modal pencalonan Tergugat 

Rekonvensi sebagai calon Legislatif dari partai 

Gerindra pada tahun 2014. 

3.2.1.2. Hutang di Bank Nagari sejumlah Rp. 100.000.000,00 

(seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) 

tahun dimulai sejak tanggal 30 Juli 2015 dan 

berakhir pada bulan 30 Juli 2020 dengan angsuran 

setiap tahunnya sejumlah Rp. 26.000.000,00 ( dua 

puluh enam juta rupiah), sehingga terhitung sejak 

bulan Juli 2016 sisa hutang tersebut diperkirakan 

berjumlah Rp. 79. 541. 530,00 (tujuh puluh sembilan 

juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga 

puluh rupiah). Pinjaman tersebut dipergunakan 

untuk modal usaha Tergugat Rekonvensi. 

3.2.1.3. Hutang di Bank BTN sejumlah Rp. 85.000.000,00 

(delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka 

waktu 12 (dua belas) tahun dimulai semenjak 

tanggal 18 Agustus 2016 dan berakhir pada bulan 18 

Agustus 2028 dengan angsuran setiap bulannya 

sejumlah Rp. 1.356.872,00 (satu juta tiga ratus lima 

puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh dua 

rupiah), dan telah dibayarkan sejumlah Rp. 

14.925.592,00 ( empat belas juta sembilan ratus dua 

puluh lima ribulima ratus sembilan puluh dua 

rupiah), sehingga terhitung sejak bulan Agustus 

2017 sisa hutang tersebut diperkirakan berjumlah 

Rp. 82.844.905,00 ( delapan puluh dua juta delapan 

ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus lima 
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rupiah). Pinjaman tersebut dipergunakan untuk 

modal usaha Tergugat Rekonvensi. 

3.2.1.4. Hutang di PT.TASPEN yang disebabkan ketidak 

tahuan Penggugat Rekonvensi tentang peraturan 

larangan menerima uang pensiunan dari mantan 

suami Penggugat Rekonvensi apabila Penggugat 

Rekonvensi telah menikah kembali, sehingga 

Penggugat Rekonvensi berkewajiban 

mengembalikan uang yang telah diterima tersebut 

berjumlah Rp. 1.508.600 x 48 bulan dengan total 

keseluruhan sama dengan Rp. 72.412.800,00 (tujuh 

puluh dua juta empat ratus dua belas ribu delapan 

ratus rupiah) ditambah gaji 13 mantan suami 

Penggugat Rekonvensi selama 4 (empat) tahun  

berjumlah Rp. 6.322.400,00 (enam juta tiga ratus 

dua ribu empat ratus rupiah), sehingga 

keseluruhannya menjadi Rp. 72.412. 800,00 + Rp. 

6.322.400,00 = Rp. 78.735.200,00 (tujuh puluh 

delapan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua 

ratus rupiah). 

3.3. Fakta Hukum Dalam Persidangan 

3.3.1. Dalam Konvensi 

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah 

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi dimuka sidang sebagai 

berikut: 

3.3.1.1. Alat Bukti Surat Pemohon 

Fotokopi duplikat kutipan buku nikah atas nama Pemohon 

dan Termohon Nomor Kk.03.01/PW.01/2005/2016, yang aslinya 

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama 

Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan pada 
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tanggal 11 Januari 2016. Bukti tersebut telah bermaterai cukup 

dan telah dinazegelan serta dicocokkan dengan aslinya ternyata 

cocok, oleh ketua Majelis diberi tanda P, diparaf dan diberi tanggal. 

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut,   

Termohon menyatakan membenarkannya. 

3.3.1.2. Alat Bukti Saksi Pemohon 

 1. Afrizal Bin Dasril, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan 

kontraktror, tempat tinggal di Jalan Swa Usaha No.6 Padang Besi, 

Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, dibawah sumpahnya 

telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut: 

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon, kenal dengan Pemohon 

danTermohon. 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang 

menikah pada tahun 2013 yang lalu, dan hingga saat ini Pemohon 

dan Termohon belum dikaruniai seorang anak. 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 

dirumah Termohon dikampung Koto Pulai, Nagari Air Haji, 

Kecamatan Linggo Sari Baganti , Kabupaten Pesisir Selatan, 

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon 

dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun 

yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

penyebabnya menurut cerita pemohon dikarenakan Termohon 

sering cemburudan sering meneror Pemohon lewat handphone. 

- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu saksi pernah melihat dan 

mendengar pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan 

Termohon ketika saksi berkunjung kerumah orang tua Pemohon, 

saat itu Termohon datang dan marah kepada Pemohon karena 

Pemohon terlambat pulang kerumah kediaman bersama.  

- Bahwa sejak lebih kurang enam bulan yang lalu antara Pemohon 

dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal dirumah 
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orang tuanya di kampung Koto Barapak, Nagari Koto Barapak, 

Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, sedangkan 

Termohon masih tinggal di kampung Koto Panai, Nagari Air Haji, 

Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. 

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya damai yang 

dilakukan baikoleh Pemohon dan Termohon maupun dari pihak 

keluarga kedua belah pihak. 

- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai kontraktor, namun 

sekarang Pemohon sebagai pengurus partai Gerindra, saksi tidak 

mengetahui penghasilan Pemohon dari pekerjaan tersebut. 

 2. Rio Bin Yurmardis, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan 

usaha Fothocopy, tempat tinggal di  kampung Asam Kumbang, 

Nagari  Bayang Utara, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten 

Pesisisr Selatan, di bawah sumpahnya telah memberikkan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan Pemohon 

dan Termohon. 

 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang 

menikah pada tahun 2013 yang lalu, dan hingga saat ini 

Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak. 

 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 

di rumah Termohon di kampung Koto Panai, Nagari Air Haji, 

Kecamatan Linggo Sari Bagganti, Kabupaten Pesisir Selatan. 

 - Bahwa pada Mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon 

dalam keadaaan rukun dan harmonis, namun sejak satu tahun 

yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang 

mengkibatkan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon. 

 - Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran yang terjadi antar 

Pemohon dan Termohon melalui handephone yang disebabkan 
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karena Termohon menuduh Pemohon telah berselingkuh dengan 

perempuan lain. 

 - Bahwa sejak enam bulan yang lalu antara Pemohon dengan 

Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal dirumah orang 

tuanya dikampung Koto Berapak, Nagari Koto Berapak, 

Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisisr Selatan, sedangkan 

Termohon masih tinggal di kampung Koto Panai, Nagari Air Haji, 

Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. 

 - Bahwa selama pisah rumah tidak ada usaha damai yang 

dilakukan baik oleh Pemohon dan Termohon maupun dari pihak 

keluarga dua belah pihak, namun saksi pernah memberikan 

saran dan nasehat kepada Pemohon agar mempertahankan tali 

perkawinannya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil. 

 - Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai kontraktor, namun 

sekarang Pemohon sebagai pengurus partai Gerindra, dan saksi 

tidak mengetahui penghasilan Termohon dari pekerjaaannya 

tersebut. 

 Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas, 

pada pokoknya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan 

membenarkannya dan atau tidak membantahnya, selanjutnya Pemohon 

menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan di Persidangan dan 

menyatakan tidak ada yang ingin disampaikan atau diajukan lagi dimuka 

sidang. 

 Bahwa untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan 

atau untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Termohon menyatakan tidak 

mengajukan alat bukti di depanPersidangan. 

3.3.2. Dalam Rekonvensi 

 Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatan Rekonvensinya, 

Termohon / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dan 

saksi-saksi di muka sidang, yaitu sebagai berikut : 
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3.3.2.1. Bukti surat Termohon / Penggugat Rekonvensi  

- Fotochopi surat pemberitahuan tunggakan, ansuran, kredit, 

nomor 471/SP/PNN/XI/2017, tanggal 30 Desember 2017 

dengan melampirkan persetujun dan perjanjian kredit 

pensiun antara Penggugat Rekonvensi (Armiyetti) dengan 

Bank BTPN dengan Nomor 0272160818104, tanggal 18 

Agustus 2016, asli surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat 

Bank BTPN. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di 

nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, 

oleh ketua Majelis diberi tanda PR.1, diparaf dan diberi 

tanggal. 

- Photocoy surat teguran atau tunggakan Nomor 

SR/225/AHTP/CL/08-2017 yang dikeluarkan oleh PT. 

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Capen Air Aji 

(Bank Nagari), tertanggal 24 Agustus 2017. Bukti tersebut 

telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta di 

cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis 

diberi tanda PR.2, diparaf dan diberitanggal. 

- Photochopy perjanjian kredit Nomor 

025/PER/KCU/032014/082022 antara Penggugat 

Rekovensi (Armayetti) dengan Bank Perkreditan Rakyat 

(BPR) Gema Pesisir, yang dibuat dan ditanda tangani oleh 

Direktur utama PT BPR Gema Pesisir serta Penggungat 

Rekonvensi tertanggal 11 Maret 2014. Bukti tersebut telah 

bermaterai cukup dan telah dinazegelen serta dicocokan 

dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majlis diberi 

tanda PR.3, di paraf dan diberi tanggal. 

 Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan 

Termohon atau Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon 

atau Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan 
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mengakui bukti PR.2 dan membantah atau tidak 

mengetahui tentang PR.1 dan PR.3 tersebut. 

 

 3.3.2.2.  Bukti saksi Termohon/Penggugat Rekonvensi 

  3.3.2.2.1. Yuliwardi Bin Upin, umur 54 tahun, agama Islam, 

pekerjaan PNS (Guru SD) tempat tinggal di kampung Sungai Sirah Nagari Air 

Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, di bawah 

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut: 

 - Bahwa saksi adalah teman Termohon sejak tahun 2000, kenal 

dengan Pemohon dan Termohon. 

 - Bahwa berdasarkan ceritaTermohon kepada saksi, bermohon 

mempunyai hutang di Bank BTPN, Bank Nagari, dan Bank 

Perkreditan Rakyat, namun saksi tidak mengetahui jumlah dan 

angsuran hutang termohon di Bank BTPN dan Bank Perkreditan 

rakyat. 

 - Bahwa saksi melihat sendiri Termohon ada berternak sapi yang 

dipelihara oleh Pemohon serta untuk usaha mobil dan motor 

bekas bagi Pemohon, akan tetapi sekarang tidak ada lagi sapi-

sapi tersebut dan begitu juga motor bekasnya. 

 - Bahwa selain memiliki hutang di Bank BTPN dan Bank 

Perkreditan Rakyat, Termohon juga memiliki hutang di Bank 

Nagari Rp.100.000.000 ( seratus juta rupiah), namun saksi tidak 

mengetahui sisa hutang Termohon tersebut. 

 - Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Termohon Amprah 

atau Slip gaji Termohon selaku Pegawai Negeri Sipil. 

  3.3.2.2.2.  Yance Trisnawati binti Yohanes, umur 37 tahun, 

agama Islam, pekerjaan Pegawai BPR Gema Pesisir, tempat tinggal di 

Kampung Koto Panai, Nagari Air Haji, Kecamatan Ligo Sari Baganti, 
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Kabupaten Pesisir Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan 

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : 

 - Bahwa Termohon adalah nasabah saksi, kenal dengan Termohon 

sejak tahun 2014. 

 - Bahwa saksi menyaksikan transaksi peminjaman uang yang 

dilakukan oleh Termohon dengan pihak Bank BPR Gema Pesisir. 

 - Bahwa sepengetahuan saksi, jumlah pinjaman tersebut sebesar 

Rp.148.000.000(seratus empat puluh delapan juta rupiah), untuk 

jangka waktu selama 77 bulan dengan angsuran setiap bulannya 

sejumlah Rp. 3.494.025 (tiga juta empat ratus sembilan puluh 

empat ribu dua puluh lima rupiah). 

 - Bahwa ketika melakukan transaksi pinjaman tersebut, Pemohon 

tidak diikut sertakan (tanpa  persetujuan) sebab pinjaman 

tersebut bersifat konsumtif hanya untuk Pegawai Negri Sipil 

dengan Agunan SK CPNS dan SK PNS. 

 - Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang pinjaman tersebut 

digunakan oleh Termohon. 

 - Bahwa pinjaman tersebut langsung dipotong melalui bendahara 

gaji ditempat Termohon bekerja, dan telah dibayar dengan sisa 

angsuran selama 41 bulan lagi. 

 

 3.3.2.2.3. Melisa binti Gusdarmon, umur 35 tahun, agama Islam, 

pekerjaan Pegawai BTPN Painan, tempat tinggal di Jalan Pemuda No.43 

Painan Utara, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, dibawah 

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai 

berikut : 

 - Bahwa Termohon adalah nasabah saksi, kenal dengan Termohon, 

sejak tiga tahun yang lalu. 

 - Bahwa saksi mengetahui transaksi peminjaman uang yang 

dilakukan oleh Termohon dengn pihak BTPN Painan. 
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 - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon telah melakukan 

perpanjangan pinjaman kepada BTPN sebanyak tiga kali, 

pinjaman pertama berkisar antara sejumlah Rp.60.000.000 

sampai Rp.70.000.000 dan pinjaman kedua sejumlah 

Rp.20.000.000, sedangkan pinjaman ketiga saksi tidak ingat lagi 

jumlah pinjman tersebut. 

 - Bahwa pada pminjaman terakhir berjumlah Rp.85.000.000 yaitu 

pada tanggal 18 Agustus 2016 dengan angsurannya setiap 

bulannya sejumlah Rp.1.356.672,00 ( satujuta tiga ratus 

limapuluh enam ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) 

sebesar Rp.148.000.000,00 ( seratus empat puluh delapan juta 

rupiah). 

 - Bahwa sepengetahuan saksi, uang pinjaman tersebut digunakan 

oleh Termohon untuk modal usaha dagang dan membeli alat-alat 

rumah tangga. 

 

 Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi termohon tersebut diatas, 

pada pokoknya Termohon membenarkannya dan atau tidak membantahnya, 

sedangkan Pemohon pada pokoknya menyatakan membenarkan hutang uang 

di Bank Nagari, namun di Bank BTPN dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) 

Pemohon membantahnya sebab hutang tersebut tanpa sepengetahuan 

pemohon dan dilakukan sebelum Pemohon menikah dengan Termohon. 

 Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan cukup dengan apa yang 

telah disampaikan dan diajukan serta menyatakan tidak akan mengajukan 

alat bukti lain lagi di depan sidang baik berupa bukti surat maupun saksi-

saksi. 


